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BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK 

NOMOR: 36 

PERATURAN BUPATI DEMAK 
NOMOR 36 TAHUN 2011 

TENTANG 

TAHUN 2011 

PEMBENTUKAN LAYANAN PENGAOAAN SECARA ELEKTRONIK 

KABUPATEN DEMAK 

OENGAN RAHMAT TVHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OEMAK, 

Menimbang · a. bahwa dalam rangkl pelaksanaan pengadaan barang/ja&a 

Mengingat 

secara elektronik (E-ProcuremenQ di lingkungan Pem'erlntah 

Kabupaten Oemak, perlu membentuk Layanan PenQadaan 

Secara Elektronlk; 

b. bahwa sesuai dengan l<etentuan Pasal 131 ayat (1) P8f3tu,an 

Presiden Republik Indonesia Nbmor 54 Tahun 2010 Tentang 

Pe.ngadaan Barang/Jasa Pemerintall, diamanatkan bahwa 

Pelaksanaan Pengeidaan Barang/Jasa secara elektronik untuk 

sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan dimutai Tahun 

Angg3"'n 2012; 

c. bahwa berdasarkan pertir(lbangan sebagaimana dimak&ud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pecaturan Bupati 

tentang Pembentukan Layanan Pengadaa.n Secara Elektronik 

Kabup.aten Oemak; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

DaeraMaerah Kabupaten daJam Lingkungan Provinsi Ojawa 

Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tanun 199Q tentang 

Penyelenggaraan Ne.gara Yang 8ers.1h dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi. dan Nepotisme (Lembaran Negara Republfk IMonesia 

Tahun 1999 Nomor _74,_)ambahan Lembaran N&gara Republik 

Indonesia Nomor 3851 ~ "? 

., 



M1n1tapkan 

3. Undano--Undang Nomor t 7 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah,un 2003 

Nomor 47. Tambahan t embaran Negara Republik lndone$la 

Nomor 4286): 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerll<saan, 

Pengilllolaan. dan langgongjawab Keuangan Nagara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahcln 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 

5. Undang-unc1ang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintattan 

Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambal\e.n Lttmbaran Negara Republik lndonestll 

Nomor 44-37) sebagalmana teleh bebtrapa kali dlubah terakhir 
' 

dengan Undang-Undang Nomo, 12 T ahun 2008 tentang 

Pe:ubahan Kedua Atas Undang-Undarig Nomor 32 Tahu_n 2004 

tentang Pemerintahan Oaetah (Lembaran Negara ·R8publik 
' Indonesia Tatiun 2008 Nomot 59. Tambal'\an Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844): 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tan.un 2008 1entan,g lnforma&l dan 

Transaks, Elektronik (L~mbaran Negara Republik lndonesla 

Tahun 2008 NomOf 58. Tambahan Lembatan Negara Republik 

lndooesia N«nor 4843);' 

7. Undang•Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lemoaran Negara Repubtik 

Indonesia l ahun 2004 Nomor 53, T ambahan tembaran Negara 

Republik lndo~ ia Nomor 4339); 

. 8. Peraturan Preslden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadasn Barang!Jaso Pemerintah. --9,, 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN 

PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN DEMAK 

BABI 

KETI:NTUAM UMUM{-

..• 

( 



• 

Pasal1 

Dalam j)eratu.ran·Bupatl lnl ya·ng dimaksud dengan : 

I .· Oaerah adalah Kabupate<1 Demak. 

2. Pemerintah Oaerah adalah Bupati dan Perangkat Oaerah sebagai unsur 

penye&enggara Pemertntahan Oaerah. 

3. Bupati adalah Bupati Demak. 

' 4. tayanan Pengadaan Secara E.lek1ronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Oemak. 

&. , Kepala LPSE adalah Kepala Layanan Pengadaan Sec-a1a Ete.ktronik Kabup.aten 

Demak. 

6. 

7. 

Pengadaan bareng/ja~ Pe.merinteh yang s.elanjutnya disebUt pengadaan adalah . . 
keg1atan pengadaan barang/jas.a yang dibiayal dengan APBN/APBD, baik yang 

dilaksanakan secara swakelola ~upun ololl penyedia barang~asa. 

E•Procure~t adaJah PfOS&S pengadaan barang/jas.a pemetlntah yang di1akukan 

secar11 ·etektronik yang berbasis web/int~met dengan memanfaatkan fasilite.s 

teknologl komunlkasl dan informasi yang meliputi pektlangan umum yang 

diselenggarak■n oleh Layanan Pengadaan Seeara Elektronlk mela.lul < 

www.lps9.demakkab.go.ld. 

' BAB II 

PEMBENTUKAN 

Paaal 2 

( 1) Oengan Peraturan Bupati ini dibentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

(LPSE). 

(2) Bagan Su~unan Otganlsasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana 

dimaksud pada ayat ·(1) adalah sebagaimana tereantum dalarra Li,mpiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dati Peraturan Bupati ini. ..,, 

BAB 111 

KEOUDUKAN 

P11al 3 

• 

(1) LPSE merupakan organisasi oon stroktural yang mempunyai tug.as dan fun~ 

. melayani proses pengadaan secara elekt~onik d i tingkungan Pemerlntah Oae,ah)] 

' 
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(2) t ?SE dipimpin oleh seorang Kepa1a yang dalam melaksanakan tugasnya 

berkedudukan di bawah dan bertanggullQ jswab kepada 8upati, 

BABIV 

TUGAS DAN FUNGSI 

Paaat 4 

(1) LPSE sebagajmana dimaksud dalam Pas.al 2 mempunyai ,ugas mengelola sistem 

••Procure.ment d i :-ingkungan Pemetintah Oaerah . 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas' sebagaimana dimaksuG pada ayat (1). LPSE 

mBmpunyai fungsi : 

a . pelaks.anaan penyusunan program kegia~n pengeJolaan e-Procurement di 

tingkun,g.an Pemer'intah Oae,ah: 

b. petaksanaam pela ~han/tr:ainin9 kepada Panitia/Pej,abat Pengadaan/ULP dan 

Penyedia Barang/Jase untuk mef)Quasal sl&tem ~tocuroment. 

c. pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pe"9adaaf\lULP dan 

Penyedia Barang/Jasa Oi lirlgkungan Peme-ritltah Oaerah; 

d. sebag.ai media penyedia informasi dan konsultasi {he/pcSesk) yeng tMlayani 

Panttia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia 8arang/J8$.1 yang berkaltan i 

dengan s.istem e-Procumrm,nt, 

e. scbagai pcnyedia lnfotmasl da.n data yang be1k.aitan dengan p roses 

pengada~n yallg telall diiakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses 

audit. 

f. pelaksana'an ketatausahaan LPSE; 

g. pelaksanaan evaluasl dan pelaporan pelaksanaan tugas: 

h. pelat,sanaan tug&s•tugas lain yang dibet ikan oteh Bvp.ati sesuai'dengan tugas 7 · 
don t~ngslnya. 

BA!IV 

TIM PENGELOLA LPSE .. 
PaealS 

(1} Dalam ran9ka menjaJ.ankan 1t.1gas pok0k dan fungsi LPSE dlbet~tuk Tim Pengek>la 

LPSE~ , . 

• 

' . 
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(2) Tim Pengelola LPSE sebagaimana dlmaksud daJam ayat ( l) t&tdiri dari : 

a. Pengarah; 

b. Kepala. LPSE; 

c. Sekretari.at: 

d. Bidang Admin\:Strasl Sistem lnforma.$i: 

e. Bidang Registra$i den Veuf~asi; 

f. Bidang Layanan Pengguna. dan 

g. Bidang Pe!atihan den S01-111ts:asi. 

(3) Tim Pengelola LPSE sebagaimana difnaksud ayat (1) dttetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

BABVI 

URAIANTUGAS 

Bagian Pena.m:A 

Pengarah 

Pasal 6 

Pengarah inempunyai tugas : 

a. mi!,mblna dan mengara.hkan progtam kerja: 

b. membenKan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan; 

c. memantau dan mengevaJuasi keglatan. 

l(epala LPSE mempunyal tugas : 

Bagian Kedua 

\(epala LPSE 

Paul7 

a. mamlmptf\ operasional harian LPSE; 

b. memberikan arahan tek.n.i$ terhadap pelaksanaan kegiatan LPSE; 

c. menyusun laporan kegiatan LPSE. 

Baglan Kedga_ 1>' 
Sekritta~ia~ 

• 
; 
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PasaJ 8 

(1) s·ekretariat adalah unsur pemoantu pimpinan yang berl<edudukan di bawah dan 

bertanggung J-awab kepada Kepala LPSE serta dipimpin oleh seorang Sekretaris. 

(2} Sekre-tariat mempunyai tugas melaksanakan koocdinasi, pembinaan dan 

penger.dalian terhadap program. kegiatan, administras, dan sumber daya di 

lingkungan LPSE. 

(3) Oatam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Sekretariat 

menyelenggarakan fungsi : 

a. koordinasl kegiatan di llngkungan LPSE; 

b. penyelenggaraan pengeJotaan admlnistrasi umum untuk mendukung 

kelancaran peh1ks.anaan rugas dan fungsi LPSE; 

c. penye!enggaraan hubu"9an ker}a di bida.ng administrasi dangan lembaga 

te~it; 

d. petak,aMan tugasAtugas lain yang diberikan oloh Kepata LPSE sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bagian KNmpat 

Bldang • llldang 

Paoa19 

(1) • Bidang adatah unstJr pemban.tu plmpinan yang betkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala LPSE dan dipim.pin oleh seorang Kepala 

Bidang. 

I..,. (2)· Bidong ••~agaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ; 

a. Bidang Administtasl Sistem lnformasl; 

b. Bidang Registrasl dan Vefifikasi; 

c, Bidang Layanan Pengguna: 

d. Bidang Pelatihan dan Sosiafisasi. 

(3) Kepala Bidang Administras,.Sistem lnform&$i, mempunva1 tugas : 

a. menyiapkan (set up) perangkat teknis sist8m informas, (haro'wa1e); 

b. memelihara s.civer LPSE dan peral")gkat lainnya; 

c. menangani petmasal3han teknis sistem informasi yang terj~i; -,. 

• 



I 
I d. memberikan informasi dan ma,ukan kepada LPSE Puu.t tentang kendala­

kendala teknis yar,g te,jadi di LPSE; 

e. meJal<uNlk.Jn lnatrukll tek.nis darl LPSE Puaat. 

{4) Kepa\e 8idang Re,glstrasi dan Verifikesi, mempunyai tu9&s : 

a. menangani pendaftaran Peflgguna LPSE: 

b. meWk11kan ve.rifikasi seluruh lnformasi dan d~umen sebagai persyaratan 

pend&ftaran Penggunit LPSE: . 
c. menyetujul den menolak permohonan pe.f"fdaftaran Pe.ngguna LPSE 

berdasarkan ha-sil verlflkasi; 

d. meng,elm& araip dan dol<umen Penggul\a LPSE; 

e. melakuken konflnnasi kepada Pengguna LPSE tentaog pe.ra.etujuan dan 

peno~kan pendaftarao berdasa,kan hasil verifikasi; 

f. menyampaiken lnformasi kepada Pengguna LPSE tentang kelengkapan 

dokumeo yang dlpersyaratkan. 

(5) Bidang Layaran Pengguna. men'lpunyai tu~as : 

a. memberi'kan layan.an konsulta$i mengenal prose$ pengadaan secara elektronlk 

bai'k metaJui internet. telepoo maupun hadlr langsung d1 LPSE.: 

b . membantu proses pendanaran Pengguna LPSE., 

c . menjawab pertanyaan teniang fasil itas dan fitur aplikasi LPSE~ 

d. mena.nganl ~uhan tentang pelayenan LPSE. 

(6) Bidang Petatihan dan Sosiahsa&i. mempunyai tvga-s : 

a. menyiapkan bahan-bahan pelatiha:n /sosiallsasi: 

b. memberikan pelalihan bagi Pengguna LPSE; 

' c. melakukan evatuasi pe!aksanaan pel3tihan/sosialisas.i. 

BAB VII 

TATA KERJA 

Pasal 10 

(1). Kepala LPSE. Sekretaris. don Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya ·, 
wajib menernpkan pO{lsip-prinsip kOordinasi, i.ntegrasi dan sinkronis.asi baik 

secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan tnaslng.masing maupun 

antar satuan unit kerja dalam lingkun·g~~ Pemerintah Da~ 

.. ..... '" 

., . 
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{2) Kepala LPSE wajib mengawa.si bawahannya dan blta teqadl penyimpangan agar 
' ' mengambil Wlgkalrlal\Qkah yang diperlukan s.esufi dengan peraturan 

perundang-undangan yang be1'1a.ku • . 
(3) Kepala LPSE <l.alam lingkungan komponen bertanggung jawab memimpi.n dan 

mengkoordina.sikan bawahannya da.n memberikan bimbingan serta petunjuk­

petunjuk bagi pelak.&anaan t1.>gas bawal\an. 

(4) Setiap Kepala Bidan~ wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan . . 
bertanggung jawab ·kepada ata,san dan menyampalkan laporan berkala tepat 

pada waktunya. 

(5) Setiap laporan yang ditettma oleh Kepala Bldang dar~ bawal\an, wajib dlolah dan 

d ipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk 

memberiken petun)uk-petunjuk kepada bawahan. 

(6} Datam meoyampaikan lap01an masing-masing bidang kepada atasan temtHJsan f 

laporan wajib d lsampail<an pula k&pada bidang lain yang secara furlgsional 

mempunyai hubungan kerja. 

(7) Oalam melaksanakan tugasnya Ke-pala LPSE dibantu oleh Kepala 8\dang di 

bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbir.-gan kepada bawahan maslng• 

masin,g wap~ mengadak.an r11pat berkala. 

(8) Semua unsur d i lingkungan LPSE dalam melaksanakan tugasnya wajib 

mener-apkan prinsip koordinasi, integrasi. dan sinkronisasi baik dalam Ungkun,gan 

LPSE maupun dalam hubungan dengan unit kerja lain, dan LPSE PLJsat 

(9) Setlap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan. mengkoordinaslkan 

bawahan masin~asing dan memberikan pengarahan serta l)etunjuk bagi 

pelak.sanaan tvgas bawahan. 

(10) Setiap plmpln.a.n wajib mengikuti dan ~matuhi petunjuk dan bertanggung jaweb 

pada atasan sena menyam.paikan laporan secara berkala tepat pada waktunya . . 
( 11 J Oalam me\aksanakan tug as, setiap pimp inen waiib metakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap bawahannye, 

' , BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Hal-hal yang betum dlatur dalam Peraturan ' Bupati .1ni. sepa,njang mengenai te1mis 

pBlaksanaannya diatur labih lanjut oleh Kepa'la L~ ,-,» 



Pasal12 

Peraturan 8upati lnl mulai berlaku R9da tanggal diundangkan. 

AQar setiap ore.ng mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Bupatl 

ini det1.gan penempatannya dalam Berita Daefah Kabupaton Demak. 

. Diundangkan di Demak 

Oitetopl<an di Demak 

pada tonggal ,S l'CWl!mW- .On 

BUPATI DEMAK 
'l''J'D 

TAFTAZANI 

pad.a tanggal 28 'Nopember 2011 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK 

TTD 
POERWONO SASMITO 

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 NOMOR 36 
SaUnan Seaual Ocrtgan Aillinya 

M~gctabu,i. 

Ke~ukum 

Windu Sunard.1, Sh . Mh 
Nip. 1959111 l )98607 I 00) 

• 
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810,ING ACMINISTIIASI 

$1$11,M INFO!lMASI 

1.AMPIRAN : PERATIJRAN BUPATI DEMAK 

NOMOR 3, lblt111t1 8-0II 

TANGGAL ?J1 "°""""'' ¢ I 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 

LAYANAN .PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 

KABUPATI:N DEMAK 

I PENGARAH I 

I KEPALA I 
I SEl<RETAAJAT I 

I I 

. 

. . 

I 

. 

BIOANO RfOISTRASI lffllAHG LAYANAN BIOANG PELATIHAN CAN 
OAN VBUFIKASI PENGGLtlA 

BUPATI DEMAK 

. 
No Jablltln 

1 Sakda 
2 AslSOtn II 
3 Kat~ Hukum 

◄ Pemb. 

• 

SOSIAI.ISASI 

• 

Para! 

• 

• • 




